BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. PK/Pid.Sus/2011

A. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan
1 Dalam Putusan Mahkamah Agung no 37 PK/Pid.Sus/2011

Pada tanggal 17 April 2005 terdakwa Andrew Chan di tangkap di
terminal keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban,
Kabupaten Badung, di Center Stage Hotel Hard Rock Kuta, Hotel Kuta
Sea View, Hard Rock Bar Kuta dan Hotel Adi Darma dalam kasus tindak
pidana dalam hal secara tanpa hak dan melawan hukum mengekspor,
menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika
Golongan 1 berupa heroin telah melanggar pasal 82 ayat (2) (3) huruf a
Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Menurut keterangan para saksi, mereka telah melakukan tindak
pidana perdagangan narkotika. Untuk menentukan suatu hukuman terhadap
suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan
moral sebagai berikut unsur-unsurnya dari tindak pidana dalam Hukum
Islam, yaitu !

1. Secara yuridis normatif disuatu aspek harus didasari oleh suatu dalil

yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam

! Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia,
(Bandung :Angkasa, 1982),81

56



57

dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai
unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran
terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.

2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu

yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila
unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada
yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur
khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara
jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah
mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga

macam

1. Unsur formil, yaitu adanya nash-nash (ketentuan) yang melarang
perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah,
baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat
(negatif).

3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang
yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang

dilakukannya.
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Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak
pidana narkotika dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada nash (ketentuan) yang mengancam tindak pidana yang dilakukan
oleh Andrew Chan terdapat nash yang melarangnya dan mengancamnya
dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman narkotika ini tercantum

dalam Surat Al-Maidah (90) yang berbunyi :
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengadu nasib
merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan
maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung.” (QS.al-
Ma’idah :90)>

2. Perbuatan Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun
baru percobaan saja. Misalnya, dalam kasus tindak pidana perdagangan
narkotika yang dijuluki sebutan Bali Nine bahwasannya tindak pidana
yang dilakukan secara terorganisir ini belum selesai sehingga bisa

dikategorikan sebagai tindak pidana “percobaan”.
3. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu
baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya

gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman,

karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

g Departemen Agama RI, Mushat Al-Qur’an dan Terjemahnya, 123
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Selain penjelasan diatas, tindak pidana yang bisa dijatuhi

hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia, yaitu terdakwa Andrew Chan telah

melakukan perbuatan melakukan peredaran narkoba di Indonesia.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam
ketentuan Hukum, perbuatan terdakwa melanggar dan tidak sesuai
dengan  program pemerintah  Indonesia dalam  memberantas

penyalahgunaan narkoba.

3. Harus terbukti melakukan tindak pidana, yaitu orangnya harus dapat
dipertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa telah melakukan
perdagangan narkotika, yaitu menyimpan, menguasai Narkotika

Golongan 1.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, bahwa perbuatan
Andrew Chan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk

menyimpan narkotika tersebut.

Pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang terjadi di
Denpasar Bali adalah warga negara asing sehingga terdakwa bisa di tuntut
atas kejahatannya sesuai hukum yang di terapkan di Indonesia. Sebab
penyalahgunaan narkotika di Indonesia kini sudah sampai ketingkat yang
sangat mengkhawatirkan, dan fakta dilapangan menunjukan bahwa 50%

penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus
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narkoba atau narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak
maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika.
Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa,
artis, ibu rumah tangga, pedagang , supir angkot, anak jalanan, pejabat dan
lain sebagainya. Pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di

Indonesia.

Melihat betapa berbahayanya dan beratnya resiko yang harus
ditanggung apabila sindikat narkoba bebas beroperasi di suatu negara,
maka beberapa negara telah menerapkan sanksi hukuman mati bagi
anggota sindikat narkoba yang tertangkap. Terutama Indonesia sendiri
yang masih menerapkan hukuman mati,bahwasannya merasa bahwa
negaranya secara nyata dijadikan target pemasaran narkoba. Maka sanksi
yang diterapkannya tidak main-main bagi pengedar narkoba yaitu dengan

pidana mati.’

Pendapat dari Tim Perumus KUHP tersebut sejalan dengan
pandangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 2-3/PUU-
V/2007. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa
perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati harus

memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut :

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai

pidana yang bersifat khusus dan alternatif ;

* Mardani, Penyalahgunaan Narkoba. (Jakarta:Rajawali Pers,2007), 251
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2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh
tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan
pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun ;

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum
dewasa;

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang
sakit jiwa ditangguhkan samapi perempuan hamil dan seseorang yang
sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan

dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan narkotika ini, terdakwa
dinyatakan bersalah dan termasuk gembong internasional dan dijatuhi
hukuman mati. Dan disertakan alat bukti yang sah, dan alat bukti tersebut
meyakinkan majelis hakim atas kesalahan terdakwa. Setelah itu pidana
baru bisa dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal itu sesuai dengan pasal 183
KUHP yaitu, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.*

Maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah

* Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, ( jakarta: Sinar Grafika, 2000) 86



62

menurut KUHP. Alat bukti yang sah dalam KUHP pasal 184 ayat 1 adalah
keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.’
Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam
mepertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam
memvonis terdakwa kasus tindak pidana perdagangan narkotika, majelis
hakim menjatuhkan vonis hukuman mati hal ini selain memenuhi pasal 113
UU no 35 tahun 2009 dan juga hal —hal yang memberatkan terdakwa, yaitu:
1. Terdakwa merupakan sebagai 'godfather' dari operasi ilegal dalam
tindak pidana perdagangan narkotika golongan 1 yang berupa heroin.

2. Terdakwa termasuk bagian dari jaringan Internasional perdagangan
gelap narkotika.

3. Narkotika yang dibawa terdakwa termasuk besar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tingkat Banding, tingkat
kasasi, sampai putusan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara
tindak pidana narkotika melihat pada hal-hal yang memberatkan.
Keberanian hakim dan jaksa dalam menegakkan hukum kepada pelaku
peredaran narkotika tersebut sudah konsisten, bahkan dalam beberapa
perkara untuk tersangka yang berkewarganegaraan asing yang dikenai
tuntutan atau sanksi berat. Keberanian tersebut semakin tidak merata
kepada semua hakim-hakim yang bertugas, sebab pada beberapa kasus
malahan terdakwa narkoba dibebaskan atau dihukum amat ringan atau

relatif masih rendah, hal Ini yang tidak memuaskan masyarakat dan tidak

% Ibid 89
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membuat pengedar atau pemakai jera. Seharusnya undang-undangnya
diterapkan secara transparan dan adil, sehingga hakim bisa menjatuhkan

sanksi maksimal sesuai kesalahan terdakwa.

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan
Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Mahkamah Agung no.37
PK/Pid.Sus/2011

Dalam hukum Islam kita dianjurkan untuk saling tolong
menolong dalam hal kebaikan begitu juga anjuran untuk mencari mata
pencaharian dalam hal ini yaitu jual-beli namun jual beli seperti syariat
islam yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Di dalam hukum pidana
islam, kasus tindak pidana perdagangan narkotika tersebut masuk dalam
kategori yang diharamkan oleh syariat islam. Dari Jabir bin Abdillah,
beliau mendengar Rasulullah SAW, bersabda di Mekah saat penaklukan

kota Mekah

00 el etk el ¢ 0525 6 gais ol s sy s s s g )
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“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli

khamr, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai
Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai,
mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu,
meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli

lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi.
Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai,
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mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai
tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” °®

Bahwasannya dalam hadits tersebut menjelaskan khamr dilarang
untuk memproduksi, mengonsumsi dan diperjual belikan. karena kerusakan
yang banyak serta dapat merusak akal. Menurut jumhur ulama, khamr juga
najis. Namun Ash Shon’ani dalam Subulus Salam menyatakan
bahwa khamr tidaklah najis. Jadi, kita katakan bahwa khamr dilarang

diperjual-belikan karena haramnya.

Dalam hal ini pemberian sanksi terhadap tindak pidana
perdagangan narkotika di serahkan sepenuhnya kepada hakim, selain itu di
dalam al-Qur’an maupun hadits hanya terdapat beberapa ayat yang
melarang narkotika dan sejenisnya. Namun dalam al-Qur’an dan Hadits
hanya terdapat beberapa ayat yang melarang manusia mengonsumsi
minuman keras dan hal-hal yang memabukan seperti firman Allah dalam

surat al-Bagarah ayat 219, yaitu:
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa

®HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132


http://rumaysho.com/umum/apakah-khomr-itu-najis-730
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yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari
keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir” (al-Bagarah :219)

Apabila melihat dari kasus penelitian ini dari sifatnya, Andrew
Chan melakukan jarimah ta’zir yang membahayakan kepentingan umum
dan melakukan pelanggaran. Membahayakan kepentingan umum, karena
dengan berdagang narkotika maka Andrew Chan akan membuat seseorang
menjadi banyak kecanduan, dan akan melakukan segala macam cara untuk
bisa mendapatkan barang haram tersebut, walaupun hal itu dapat
membahayakan bagi orang lain dan membahayakan kepentingan umum,

seperti mencuri, menodong, merampok, dan lain sebagainya.

Sedangkan melakukan pelanggaran, Andrew Chan telah
melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu
peraturan yang terdapat dalam undang-undang No 22 tahun 1997 tentang
narkotika dan juga di jelaskan jenis-jenis narkotika yang dibagi menjadi 3

(tiga) golongan yaitu :

1. Golongan 1 : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan
ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai
potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.
Misalnya adalah heroin atau putaw, kokain, ganja dan lain-lain.

a. Heroin atau juga disebut dengan putaw
Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati

seketika. Bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin dapat
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menimbulkan tampak ngantuk, jalan sempoyongan, daya ingat dan
perhatian terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi, dan
lain-lain.’
b. Ganja
Sebutan lain dari ganja adalah mariyuana, hashish. Bahaya dan akibat
bagi si pecandu adalah kedua mata merah, mulut kering, banyak
keringat, jantung berdebar, kecemasan dan kecurigaan yang
berlebihan, dan lain-lain.®
2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi
mengakibatkan ketergantungan, misalnya adalah morfin, petidin,
turunan atau garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.
Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan
memiliki ekslasi yang relatif cepat, artinya dimana seorang pecandu
untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan
penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.’ Dalam dunia
pengobatan, semula morfin dipergunakan untuk mengatasi rangsangan
batuk dan perasaan nyeri.'’
3. Golongan III : narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak

digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu

" Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika. 51
¥ Ibid, 51-52

? Tbid, 21-22

' Arief Hakim, bahaya narkoba Alkohol, 37
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pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam
golongan tersebut, dan lain-lain.

Selain itu Andrew Chan melanggar syari’at islam dan menentang
ajaran Rasulullah dalam penjelasan hadis-hadis diatas sebagaimana dilarang
melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Selanjutnya apabila dilihat dari segi dasar hukumnya perbuatan Andrew
Chan adalah suatu jarimah ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum
ditentukan oleh syara’ melainkan semuanya diserahkan sepenuhnya kepada
Ulil Amri (hakim). Pemberian sanksi hukuman dalam kasus tindak pidana
perdagangan narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh Andrew Chan,

diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Menurut pasal 28 Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang
kekuasan kehakiman menyatakan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam mempertimbangkan
berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan
jahat dari terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan
pengadilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta
memenuhi rasa keaslian. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana, Hakim
harus memperhatikan sifat yang baik dan jahat agar hukuman yang

dijatuhkan adil serta sesuai dengan kesalahannya.
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Sanksi hukuman yang diberikan kepada Andrew Chan sudah
sesuai sanksi dalam hukum pidana islam yakni ta’zir. Karena sanksi yang
diberikan tidak melebihi batas maksimum hukuman had dan sanksi yang
diberikan adalah berupa hukuman mati. jadi sanksi hukum yang telah
diberikan oleh hakim pada terdakwa telah sesuai dengan sanksi hukum
dalam Islam karena sama-sama mengandung aspek kemaslahatan bagi

kehidupan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.11 Karena narkotika
disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman narkotika ditetapkan

melalui metode giyas, yaitu:'>

(13

Dalam istilah “ Hukum Islam “ narkotika tidak sama dengan
minuman keras. Adapun dalam nash belum ada yang menerangan tentang
hukuman narkotika maka hukuman yang pants bagi tindak pidana
penyalahguna narkotika adalah jarimah ta’zir. Oleh karena khamr

digiyaskan dengan Narkotika maka hukumannya tetap haram, yaitu sama-

sama memabukkan

11 .
Ibid, 155
12 7ainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet 1, ( Jakarta: Pustaka, 2007), 98



